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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan simpulan sebagai 

berikut: 

1. Okinotorishima tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah pulau karena 

berdasarkan pasal 121 (3) UNCLOS 1982 sebuah pulau harus dapat 

mendukung habitasi manusia (human habitation) dan dapat mendukung 

ekonominya sendiri (economic life of their own).Okinotorishima gagal 

memenuhi kedua syarat tersebut sehingga klaim jepang untuk memiliki zona 

ekonomi eksklusifZEE sekitar154.500 mil2 (400.000 Km2). Usaha jepang untuk 

memenuhi persyaratan dapat mendukung habitasi manusia dengan 

mengirimkan tentara dan penjaga mercusuar juga tidak dapat dianggap sebagai 

habitasi manusia yang dimaksud dalam pasal 121 (3) UNCLOS 1982, hal ini 

didasarkan pada pendapat Profesor Van Dyke yang menyatakan bahwa pegawai 

negeri (civil servant) tidak dapat dianggap sebagai habitasi manusia, Van Dyke 

kemudian menambahkan bahwa untuk dapat dikatakan mendukung habitasi 

manusia setidaknya membutuhkan lebih dari 50 orang yang tinggal di pulau 

tersebut, karena Okinotorishima tidak mempunyai penduduk tetap oleh karena 

itu sangat jelas bahwa Okinotorishima tidak dapat mendukunghabitasi manusia. 

Hal lain yang semakin memperjelas ketidakmampuan Okinotorishima dalam 
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mendukung habitasi manusia adalah tidak dapatnya tanah Okinotorishima 

untung ditumbuhi oleh tanaman dan tidak tersediannya persediaan air di 

Okinotorishima yang tentunya tanpa kedua hal tersebut sangat sulit bagi 

manusia untuk dapat bertahan bahkan menetap di Okinotorishima untuk jangka 

waktu yang lama. Kemudian Okonotorishima juga tidak dapat memenuhi 

kriteria dapat menopang kehidupan ekonominya sendiri (economic life of their 

own) karena Okinotorishima tidak memiliki penduduk yang tetap maka 

otomatis tidak ada kehipan ekonomi yang berjalan disana, kemudian juga tidak 

ada pemanfaatan atau eksploitasi yang terjadi di pulau Okinotorishima seperti 

tidak adanya masyrakat nelayan (coastal fishing community) yang tinggal 

secara permanen di Okinotorishima. Pembangunan mercusuar dan pusat 

penelitian di Okinotorishima juga tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah 

kehidupan ekonomi, karena jika mengacu pada pendapat Pengadilan tetap 

arbitrase internasional (PCA-Tribunal) dalam kasus The South China Sea 

Arbitration (The Philippines v. China) menyatakan bahwa kehidupan ekonomi 

yang berjalannya memperlukan dukungan dari luar tidak termasuk dalam 

kategori yang dimaksud dalam pasal 121 (3) UNCLOS 1982. Selanjutnyaketika 

dibandingakan dengan kasus serupa yaitu kasus Rockall bank dispute, ternyata 

baik kasus status pulau Okinotorishima dengan Rockall bank dispute 

mempunya beberapa kesamaan yaitu keduanya merupakan batuan kecil yang 

terisolasi jauh dari daratan (small isolated rocks), kemudian jika dilihat dari 

kondisi alam yang ada pada Okinotorishima maupun Rockall juga memiliki 
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kesamaan yaitu tidak adanya manusia yang tinggal dan menetap dipulau 

tersebut, memiliki elevasi yang rendah dengan permukaan air laut, bahkan 

untuk Okinotorishima memiliki elevasi kurang dari 1 meter dari permukaan air 

laut, keduanya juga tidak memiliki tanah yang dapat mendukung untuk dapat 

tumbuhnya vegetasi di kedua pulau tersebut, Okinotorishima juga tidak 

memiliki hewan yang hidup di pulau tersebut. Dilihat dari perbandingan 

tersebut maka jelas ketika Rockall hanya dianggap sebagai batu oleh negara-

negara seperti Inggris, Irlandia, Islandia dan Denmark karena 

ketidakmampuannya untuk mendukung habitasi manusia (human habitation) 

dan kehidupan ekonominya secara mandiri (economic life of their own) maka 

Okinotorishima juga tidak dapat dianggap sebagai pulau karena banyaknya 

kesamaan kondisi alam yang dimiliki dengan Rockall. Oleh karena itu jelas 

Okinotorishima tidak berhak atas zona maritim yang meliputi zona ekonomi 

eksklusif dan landas kontinen sesuai dengan pasal 121 (3) UNCLOS 1982. 

2. Berbagai cara penyelesaian sengketa wilayah yang dapat diambil oleh Cina dan 

Jepang untuk menyelesaikan sengketa tersebut seperti yang telah dijelaskan 

dalam Piagam PBB Pasal 33 ayat 1, seperti perundingan (negosiasi), 

penyelidikan/komisi-angket, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan 

penyelesaian menurut hukum. Sedangkan penyelesaian secara damai lainya 

dapat juga ditempuh melalui jalur hukum, yaitu dengan mengajukan sengeketa 

tersebut keTribunal International Hukum Laut (ITLOS). 
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5.2 Saran 

1. Permasalahan sengketa terhadap status pulau Okinotorishima antara Cina dan 

Jepang sudah berlangsung sangat lama dan semakin berlarut-larut. Sebaiknya 

pemerintah Cina dan Jepang melakukan negosiasi untuk membicarakan 

permasalahan ini dengan merendam kepentingan masing-masing pihak agar dapat 

terbentuknya sebuah kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak 

dan kembali membuat hubungan kedua negara kembali harmonis. 

2. Apabila negosiasi yang dilakukan belum membuahkan hasil, penyelesaian 

sengketa terhadap status pulau Okinotorishima menurut hukum internasional dapat 

ditempuh dengan membawa sengketa ini ke forum pengadilan internasional, 

seperti pengadilan arbitrase permanen yang telah menyelesaikan kasus serupa 

yaitu kasus The South China Sea Arbitration(The Philippines v. China). Dapat 

pula kasus ini dibawa Tribunal Internasional Hukum Laut (ITLOS) karena titik 

masalah dari sengketa ini adalah tentang intepretasi dari pulau dan batu karang 

menurut UNCLOS 1982. 

3. Penyelesaian terhadap status pulau Okinotorishima sangat perlu untuk segera 

diselesaikan dengan cara damai sesuai dengan cara-cara yang diakui oleh hukum 

internasional. Hal ini untuk menghindari akibat-akibat terburuk yang berpeluang 

terjadi apabila sengketa ini tidak segera diselesaikan. Penyelesaian sengketa ini 

diharapkan dapat memberi kepastian hukum terhadap status pulau Okinotorishima 

dan dapat menjadi patokan bila mana terjadi kasus-kasus serupa dikemudian hari.
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